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KATA PENGANTAR

Assalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbilalamiin bersyukur kepada Allah SWT, yang telah
memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya berupa nikmat islam, iman, dan ikhsan
sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Program Pengalaman Lapangan
(PPL) dengan judul “Tata Cara Penghapusan NPWP dan Pencabutan
Pengukuhan PKP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)” sebagai salah satu syarat
untuk dinyatakan lulus pada program Diploma Il Managjemen Pajak Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan sebaik-

baiknya.

Sholawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Muhammad
Rasullullah Sallallahualaihi Wassalam, yang merupakan suri tauladan bagi kita

semua yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Laporan PPL ini disusun berdasarkan apa yang penulis temukan di
lapangan tempat pelaksanaan Praktek kerja/lmagang ini berlangsung, yaitu pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Semua kegiatan dan data dalam bentuk
tertulis pada lampiran yang merupakan bukti nyata pelaksanaan magang yang

telah penulis laksanakan dalam lingkup KPP Pratama Binjai.

Namun demikian penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata

sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak



sangat penulis harapkan demi sempurnanya laporan ini. Oleh karena itu penulis

ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada henti kepada:
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Terkhusus untuk kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan
cinta yaitu sosok yang selalu menjadi inspirasi dan penyemangat, sosok
yang selalu mengagarkan untuk selalu bersyukur dan bersabar dalam
menjaankan kehidupan, yakni Ayah Zulkarnaen Nasution dan Bunda
Seriati.

Kakak, abang serta seluruh keluarga yang tiada henti memberiran support
terbaik yaitu Nilam Putri Nasution Am.KEB, SKM dan Indria
Alamanda Nasution SH.

Bapak Dr. Agussani, M.AP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara.

Bapak H. Januri, SE., MM., M.S selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bapak Ade Gunawan, SE., M.S selaku Wakil Dekan | Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus
sebagal dosen pembimbing yang selalu bersabar dan meluangkan waktu
untuk penulis dalam menyusun laporan ini.

Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku Wakil Dekan 111 Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ibu Elizar Sinambela, SE., M.S selaku Ketua Program Studi D-ll1
Mangjemen Pagak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara.
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Akademik (P.A) Program Studi D-111 Manajemen Pajak.

Seluruh Dosen di  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara.
Seluruh staff serta stakeholder di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
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Bapak/Ibu Pegawai Perpajakan yang berada di lingkungan KPP

Pratama Medan Petisah.
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maaf tidak dapat menyebutkannya satu persatu karena kalian orang-orang yang
penulis kenal kalianlah orang-orang yang sangat luar biasa. Semoga laporan ini
dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya buat para penulis sendiri,
mudah-mudahan Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada
kita semua serta keselamatan baik didunia maupun diakhirat nanti, Amin Ya
Rabbal’ Alamin.

Billahi Fisabillilhaq Fastabiqul Khairat.

Wassalamu'’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Juni 2019

Penulis
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program Pengalaman L apangan (PPL)

Program Pengalaman Lapangan merupakan suatu program yang
merupakan gjang pelatihan untuk menerapkan berbagai pengetahuan, sikap dan
keterampilan dalam rangka pembentukan pribadi yang profesional. Program
Pengalaman Lapangan juga diharapkan dapat memberikan beka tambahan untuk
menambah wawasan sehingga dengan bekal tersebut akan meningkatkan
kemampuan kritis dalam setiaqp menghadapi permasalahan bila kelak mereka

terjun langsung ke dalam profesi yang sebenenarnya.

Program Pengalaman Lapangan merupakan bagian proses pendidikan
mahasiswa Diploma Ill (D-111) dalam upaya memperoleh pengalaman kerja dan
bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komperhensif kepada
mahasisva untuk mengaplikasikan teori yang telah mereka dapatkan selama
kegiatan perkuliahan. Setiap mahasiawa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya jurusan D-1I1 Mangemen Pajak,
diwajibkan untuk mengikuti program ini, karena Program Pengalaman Lapangan

merupakan salah satu prasyarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah adalah salah satu kantor
pelayanan pajak di wilayah Medan yang memiliki bagian pelayanan. Bagian
pelayanan pajak tujuannya untuk melakukan penetapan dan penerbitan produk

hukum perpgjakan, pengadministrasan dokumen dan berkas perpaakan,



penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, penerimaan surat lainnya, dan

pel aksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

Selama pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan penulis ditempatkan
pada bagian seksi pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah yang
direkomendasikan oleh jurusan Manajemen Perpgjakan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

B. RuangLingkup Program Pengalaman L apangan (PPL)

Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan bentuk
kerja yang dipraktekkan langsung oleh calon Amd di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Petisah sebagal salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli
Madya. Program Pengalaman Lapangan tersebut dilakukan mulai tanggal 01

Februari 2019 sampai tanggal 28 Februari 2019.

Adapun ruang lingkup pekerjaan di bagian seksi pelayanan adalah :

1. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan

2. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan

3. Penerimanaa dan pengolahan surat pemberitahuan serta penerimaan surat
lainnya

4. Penyuluhan perpajakan

5. Pelaksanaan registrasi wajib pajak

6. Melakukan kerja sama perpajakan



C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman L apangan (PPL)
1. Tujuan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di KPP Pratama

M edan Petisah

Program Pengalaman Lapangan untuk mengenalkan kepada
mahasiswa tentang gambaran dunia kerja yang sesungguhnya. Dengan
tujuan, ketika mahasiswa berada di dunia kerja yang sesungguhnya
mahasiswa lebih sigap dan tanggap berada di lingkungan kerja tersebut.
Sehingga mahasiswa tersebut dapat menjadi tenaga kerja yang
profesonal dan berkarakter pada bidangnya. Dengan demikian
mahasiswa akan lebih siap menatap dunia kerja profesional. Adapun
tujuan Program Pengalaman Lapangan dilakukan oleh mahasiswa antar

lan:

a.  Untuk mengetahui bagaimana melakukan penetapan dan penerbitan
produk hukum perpajakan

b. Untuk mengetahui bagaimana pengadministrasan dokumen dan
berkas perpajakan

c. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan dan pengolahan Surat
Pemberitahuan (SPT) serta surat lainnya

d. Untuk mengetahui bagaimana penyuluhan perpajakan

e. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.

f.  Untuk mengetahui bagaimana melakukan kerjasama perpajakan.



2. Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL) di KPP Pratama

M edan Petisah

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai pada Program Pengalaman

Lapangan (PPL) adalah :

a. Manfaat bagi Mahasiswa :

1) Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang
diperoleh dibangku perkuliahan.

2) Menambah wawasan setiap mahasiswa mengenai duniaindustri.

3) Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian
dibidang praktek.

b. Manfaat bagi Universitas:

1) Terjdinnya kerja sama “bilateral” antara Universitas dengan
Instansi.

2) Universitas dapat meningkatkan kuditas lulusannya melalui
program pengal aman |apangan.

3) Universitas yang akan dikenal di duniaindustri.

c. Manfaat bagi Instans :

1) Adanya kerja sama antara dunia pendidikan dengan dunia
industri/instansi sehingga instans tersebut dikenal oleh kalangan
akademis.

2) Adanya kritikan-kritikan yang membangun dari mahasiwa-
mahasiwa yang melakukan program pengalaman | apangan.

3) Instansi akan dapat bantuan tenaga dari mahasiwa-mahasiwa yang

melakukan program pengal aman lapangan.



4) Adanya orang yang mengaudit instansi tanpa mengeluarkan biaya
dengan adanya laporan-laporan program yang diberikan kepada

instans.



BAB II

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Teori
1. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha
Kena Pajak (PKP)
a.  Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan
kepada wajib pgjak sebagai sarana dalam administras perpajakan
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib

pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah
orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran paak, pemotong
pajak, dan pemungut pgak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpgjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpaj akan.

b. Pengertian Pengusaha Kena Pgjak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang
mel akukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa
Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Sedangkan pengusaha dapat didefenisikan sebagai orang
pribadi atau badan dalam bentuk apapaun yang dalam kegiatan usaha

atau pekerjaannya menghasilkan barang, melakukan usaha



perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah

Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar

Daerah Pabean.

2. Fungs Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Penghapusan

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

a. Fungs Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Hector S. De Leon terdapat tiga prinsip dari suatu

sistem perpag akan yaitu :

1)

2)

3)

Kecukupan Pgjak (Fiscal Adequacy) : Sumber penghasilan
secara keseluruhan harus memadai sebagai sumber bagi
anggaran negara.

Kesamaan atau Teori Keadilan (Equality or Theoretical Justice):
Beban pajak harus proporsiona dengan kemampuan.

Kelayakan Administras (Administrative Feasibility) : Setiap
peraturan pajak harus mampu menciptakan administras yang

mudah, adil, dan efektif.

b. Fungs Penghapusan Pengukuhan Pengusaha Kena Pgjak (PKP)

1)

2)

Fungs pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yaitu :
Untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang
sebenarnya.
Untuk melaksanakan hak dan kewgjiban di bidang Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

serta untuk 15pengawasan administrasi perpajakan.



3) Sebagai identitas Pengusaha Kena Pgjak yang bersangkutan.
4) Sebagai sarana dalam pemenuhan Kewagjiban Pagak

Pertambahan Nilai dan Pgjak Penjualan Barang Mewah.

3. Gambaran Umum Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha K ena Pajak (PKP)

Nomor Pokok Wajib Pgjak (NPWP) merupakan suatu sarana
dalam dalam administras perpajakan yang digunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas wajib pajak. Oleh karena itu kepada setiap
wajib pgjak hanya diberikan satu nomor pokok wajib pajak. Selain itu
nomor pokok wajib pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban
dalam pebayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpgakan wajib paak
diwajibkan mencantumkan nomor pokok wajib pajak yang dimilikinya.
Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan
nomor pokok wajib pajak akan dikenai sanks sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada dasarnya Nomor Pokok
Waqjib Pajak berlaku sekali untuk seumur hidup. Namun demikian Nomor
Pokok Wajib Pajak dapat saja dihapuskan dari tata usaha kantor pajak
apabila telah memenuhi ketentuan, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut (
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-161/PJ./2001 Pasal 11

ayat 1) :



a  Wajib Pgjak Orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan
warisan.

b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan.

c. Warisan belum terbagi dalam kedudukan sebagal Subjek Paak
sudah selesai di bagi

d. Wajib Pgak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya
sebagai bentuk usaha tetap.

f. Wajib Pgjak Orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam
huruf a dan huruf b yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib
Pajak.

Pencabutan Pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan
dalam hal Pengusaha Kena Pagjak pindah alamat ke Kantor Pelayanan
Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi Syarat lagi sebagai Pengusaha
KenaPgjak (pasal 11 ayat 3). Penghapusan NPWP bukan berarti Hak dan
Kewajiban Perpajakan perseorangan maupun badan menjadi tidak ada,
melainkan tetap melekat sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam masalah
penghapusan Nomor Pokok Wajib Paak para Wajib Pajak dapat

menghubungi:

a. Kantor Pelayanan Pgjak tipe A pada seks Tata Usaha Perpajakan

dan seksi Penagihan serta Verifikas.
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b. Kantor Pelayanan Pajak tipe B pada seks Informasi dan Tata Usaha
Perpajakan dan seks Penagihan serta Verifikas.
c. Kantor Pelayana Pgjak tipe C pada seksi Informasi dan Tata Usaha

Perpajakan dan subseksi Penerimaan dan Penagihan.

4. Dasar Hukum Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha K ena Pajak (PKP)
a.  Dasar Hukum Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pgjak (NPWP)
Dasar hukum Nomor Pokok Wajib Pgjak adalah sebagai berikut :
1) Undang-Undang Dasar Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan pasal 2ayat 1 -5
2) Keputusan Direktorat Jenderal Pgjak yaitu :
a. Nomor : KEP-515/PJ2000, tanggal 4 Desember 2000.
b. Nomor : KEP-161/PJ./2001, tanggal 21 Februari 2001.
c. Nomor : KEP-225/PJ./2001, tanggal 20 Maret 2001.

d. Nomor : KEP-38/PJ.2001, tanggal 8 Mei 2001.

b. Dasar Hukum Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Dasar hukum Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah
sebagai berikut :

1) PER-20/PJ2013 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian
Nomor Pokok Wajib Pajak,Pelaporan usaha dan pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
dan Pencabutan Pengukuhan Kena Pgjak, serta perubahan data

dan pemindahan Wajib Pajak.
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2) PER-08/PJ2012 tentang tempat pendaftaran dan pelaporan
usaha bagi Wajib Pgak pada Kantor Pelayanan Pgak di
lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib
Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pgjak di lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor
Pelayanan Pajak Madya.

3) SE-60/PJ2013 tentang petunjuk pelaksanaan PER-20/PJ/2013

stdd PER-38/PJ/2013.

Hal-hal Yang Menyebabkan Penghapusan Nomor Pokok Wajib
Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha K ena Pajak
Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) keputusan Direktur

Jenderal Pagjak tersebut, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) dilakukan dalam hal:

1. Wajib Pgjak orang priabdi meninggal dunia dan tidak meninggalkan
warisan.

2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan.

3. Warisan yang telah selesai dibagi.

4. Wajib Pgjak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk
Usaha Tetap (BUT) yang telah kehilangan statusnya sebagai bentuk

usaha tetap.
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5. Wajib Pgjak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam huruf

byang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.

B. Deskrips Data

1. Sgarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama M edan Petisah

Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Medan Petisah semula bernama
Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara. Kantor Pelayanan Pajak Medan
Utara didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah
namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23
Juli 2001 dan dengan adanya modernisas di lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak, maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : 191/KMK.01/2008 yang merupakan
gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor
Pemeriksaan dan Penyidikan Pgak, yang akan melayani Pagak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan lembaga
yang memutuskan keberatan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan
Petissh membawahi tiga kecamatan yaitu kecamatan Medan Petisah,

kecamatan Medan Helvetia, dan kecamatan Medan Sunggal .
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Pada mulanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah
merupakan suatu kesatuan dari Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Medan
Barat. Dikarenakan cakupan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Barat terlalu luas maka dipecah menjadi 2 (dua) Kantor
Pelayanan Pgjak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah
dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Wilayah kerja kantor
Pelayanan Pagjak Pratama Medan Petisah meliputi 3 (tiga) kecamatan

yang terdiri atas :

Tabel I1.1 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama M edan

Petisah

Kec. Medan Sunggal | Kec. Medan Helvet | Kec. Medan Perisah

Kel. Tanjung Gusta | Kel. Petisah Tengah
Kel. Sunggal

Kel. Cinta Damai Kel. Sei Kambing D
Kel. Tanjung Rejo

Kel. Sel Kambing C | Kel. Sekip
Kel. Babura Sunggal

Kel. Dwikora Kel. Sei Putih Barat
Kel. Simp. Tanjung
Kel. Helvetia Kel. Sel Putih Tengah
Kel. Helvet Tengah | Kel. Sei Putih Timur

Kel. Helvet Timur

Sumber : Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Medan Petisah

Y ang wilayah kerjanya dibagi setiap masing-masing Waskon :
1. Waskon 1 wilayah kerjanya meliputi :

a.  Kel. Sekip



e.

f.

2. Waskon Il yang wilayah kerjanya meliputi :
a

3. Waskon Il yang wilayah kerjanya meliputi :

g.

4. Waskon IV yang wilayah kerjanya meliputi :

Kel.

Kel.

Kel.

Kel.

Kel.

Kel.

Kel.

Kel.

Kel.

Kel.

Kel.

Kel.

Kel.

Kel.

Kel.

Kel.

Kel.

Kel.

Kel.

Sei Skambing C I
Sei Skambing D
Sei Putih Tengah
Sel Putih Timur

Helvetia Timur

Petisah Tengah

Sunggal
Tanjung Regjo
Helvetia Tengah
Tanjung Gusta
Babura Sunggal

Kampung Lalang

Sei Putih Tengah
Sel Putih Timur
Cinta Damai
Dwikora
Helvetia

Sei Skambing B

Simpang Tanjung

14
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Adapun jumlah Wagjib Pgjak yang terdaftar di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Medan Petisah per 01 Januari 2017 sebagai berikut :

Tabel I1.2 Jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pratama

Medan Petisah per 01 Januari 2017

Keterangan Jumlah
Badan 12.137 Orang
OP Non Karyawan 26.576 Orang
OP Karyawan 67.241 Orang
Jumlah 1 105.954 Orang

Sumber : Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Medan Petisah

L ogo dan Makna Direktorat Jenderal Pajak
a. LogoDirektorat Jenderal Pajak
Dalam menetukan logo, tentu sgja instans yang bersangkutan
memiliki  pertimbangan-pertimbangan khusus, apalagi intans
kepemerintahan seperti Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan
Petisah yang berada di bawah naungan Menteri Keuangan Republik

Indonesia.
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Gambar 11.1 L ogo Direktorat Jenderal Pajak

Sumber :Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

b. MaknalLogo Direktorat Jenderal Pajak
Adapun makna logo Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai

berikut :
1) Tulisan yang berbunyi “Nagara Dana Racka’ artinya

penghimpunan negara.
2) Padi dan kapas melambangkan cita-cita upaya kita untuk

mengis kesejahteraan Bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai

tanggal lahirnya Negara Republik Indonesia.
3) Sayap melambangkan ketegasan dalam menjalankan tugas.

4) Gada melambangkan daya upaya menghimpun, mengerahkan

serta mengamankan keuangan negara.

5) Ruang segi lima melambangkan dasar Negara Pancasila.

Jadi dapat dissmpulkan makna dari Logo Direktorat Jenderal

Pagjak adalah ungkapan sesuatu daya yang mempersatukan dan
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menyerasikan dalam gerak kerja untuk melaksanakan tugas Menteri

K euangan.

Vis, Mis dan Moto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan

Petisah

Keberhasilan program modernisas di lingkungan Direktorat
Jenderal Pgjak tidak hanya dapat membawa perubahan paradigma dan
perubahan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak, tetapi lebih jauh
juga dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan penerapan
praktek-praktek good governance pada instituss pemerintah secara
keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak
telah mencanangkan vis dan misi sebagai pedoman dalam melakukan

setiap kegiatan. Adapun Vis dan Mis tersebut adalah sebagai berikut :

a. Vis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah menjadi
institus pemerintahan yang menyelenggarakan sistem administrasi
perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat
dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

b. Mis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah antaralain :

1) Mis Fiskal : Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor
pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan
pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan

tingkat efektifitas dan efisens yang tinggi.



18

2) Mis Ekonomi : Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam
mengatas permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan
perpa akan dengan meminimalkan distorsi.

3) Mis Politik : Mendukung proses demokratisas bangsa.

4) Mis Kelembagaan : Senantiasa memperbaharui diri, selaras
dengan aspiras masyarakat dan teknologi perpajakan serta
admistrasi perpajakan mutakhir.

c. Moto Kantor Pelanyanan Pagjak Pratama Medan Petisah yaitu

profesional, amanah, sederhana, transparan dan inovatif.

Tugasdan Fungs Kantor Pelayanan Pajak Pratama M edan Petisah

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Medan Petisahmenyel enggarakan fungsi :

a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi
perpajakan, penygjian informas perpajakan, pendataan objek dan
subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Perkebunan, Perhutanan, dan Perikanan (P3).

b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.

c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan
dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat
lainnya.

d. Penyuluhan perpajakan.

e. Pelaksanaan registras Wajib Pajak.

f.  Pelaksanaan ekstensifikasi.
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g. Penatausahaan piutang pagjak dan pelaksanaan penagihan pajak.

h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.

i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pgjak.

j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.

k. Pelaksanaan intensifikas.

I.  Pembetulan ketetapan pajak.

m. Pengurangan Pgjak Bumi dan Bangunan Pgjak Bumi dan Bangunan
sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Perikanan (P3).

n. Pelaksanaan administras kantor.

Struktur Organisas dan Deskrips Tugas Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Petisah

Struktur organisas adalah bagan yang menggambarkan secara
sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungs dan wewenang serta
tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya. Tujuan struktur tersebut juga untuk membina keharmonisan
kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk

mencapai tujuan secara maksimal.

Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Medan Petisah dipimpin oleh
seorang Kepala Kantor yang secara operasional bertanggung jawab
kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pegak. Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah terdiri dari 11 (sebelas) seks

yang masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi. Struktur
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organisas yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

dapat digambarkan sebagai berikut :

a. SubBagian Umum

b. Seks Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
c. Seks Pelayanan

d. Seks Penagihan

e. Seks Pemeriksaan

f. Seks Ekstensifikasi Perpajakan

0. Seks Pengawasan dan Konsultasi |

h. Seks Pengawasan dan Konsultasi 11

i. Seks Pengawasan dan Konsultasi 111

j. Seks Pengawasan dan Konsultasi 1V

k. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisas di Kantor Pelayanan Pagjak (KPP)

Pratama Medan Petisah adalah sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

SEESIPDI
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EEPALA
EANTOR
FUNGISIONAL EASUBBAG
PEMERIESA UMUM
PATAE
PELAKSANA
SEESI SEKSI SEKSI SEKSI
PELAYANAN PENAGIHAN WASKON WASKON
I 111
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PEMERIESAAN EESTENSIFIKASI WASKON WASKON
II v
Gambar 11.2

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pratama M edan Petisah

Sumber : Kantor Pelayanan Pratama Medan Petisah

6. Uraian Tugas dan Fungs Setiap Seks di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama M edan Petisah

seks, dimana Kantor

Tugas dan fungs masing-masing akan diuraikan dalam setiap

Pelayanan Pagjak Pratama Medan Petisah

mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan operasional

pelayanan perpajakan. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan
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fungs sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 14/PJ/2008,

tanggal 13 Maret 2008, maka pembagian tugas dan wewenang masing-

masing seks adalah sebagal berikut :

a. KepalaKantor Pelayanan Pgjak Pratama

Kepala kantor adalah orang yang membawahi/bertanggung

jawab atas semua pegawa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Medan Petisah.

Kepala Kantor mempunyai tugas dan fungs sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Mengkoordinas penyusunan rencana kerja kantor sebagai bahan
penyusunan rencana strategi kantor wilayah.

Mengkoordinasi penyusunan rencana pengamanan penerimaan
pajak berdasarkan potens pajak, perkembangan kegiatan
ekonomi, keuangan, dan realisasi penerimaan tahun lalu.
Mengkoordinas pelaksanaan tindak lanjut Nota Kesepahaman
sesuai arahan kepa a kantor wilayah.

Mengkoordinas rencana pencarian data strategis dan potensial
dalam rangka intensifikasi atau ekstensifikasi perpajakan.
Mengkoordinas pelaksanaan rencana pencarian data strategis
dan potensial dalam rangka intensifikas atau ekstensifikas
perpaj akan.

Mengkoordinas pengolahan data yang sumber datanya strategis
dan potensial dalam rangka intensifikas atau ekstensifikas

perpaj akan.



7)

8)

9)

10)
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Mengkoordinasi pembuatan risalah perincian dasar pengenaan
pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan Wajib
Pajak berdasarkan hasil penghitungan ketetapan pajak.
Mengkoordinas pengolahan data guna menyajikan informasi
perpa akan.

Mengkoordinasi penyusunan monografi perpajakan.
Mengkoordinasi pemantauan pelaporan dan pembayaran masa
dan tahunan PPh, pembayaran masa PPN/PPnBM dan PBB
sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Perikanan (P3) untuk
mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta mengendalikan

pel aksanaan pemeriksaan pajak.

Sub Bagian Umum Dan Kepatuhan Internal

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kantor dalam

mengkoordinasikan tugas dan fungs pelayanan kesekretarian

terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian,

keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.

Adapun tugasnya sebagai berikut:

1)

2)

3)

Penatausahaan surat masuk dan keluar.

Menyusun tanggapan atau tindak lanjut terhadap surat hasil
pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan dari Ditjen
Kemenkeu/BPK/ Unit Fungsional Pemeriksaan lainnya.
Menyusun tanggapan terhadap surat pengaduan anggota

masyaraakat melalui pos maaupun secaralangsung.



4)

5)

6)

7)

8)

9)
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Menyusun laporan berkala Kantor Pelayanan Pajak, melipuiti
Laporan Ketertiban pegawai, Laporan Penggunaan Anggaran,
Laporan Pemakaian Barang-barang milik negara dan lain
sebagainya.

Meneliti pelanggaran disiplin pegawal yang terjadi sessuai
dengan peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010.
Pengadministrasian hak-hak pegawal antaraa lain hak cuti,
asurans kesehatan, pengangkatan pegawai, pengajuan pengsiun
dan sebagainya.

Pengadministrasian gaji pegawali.

Pemeliharaan aset-aset negara serta pengadaaan barang-barang
kebutuhan kantor.

Pengelolaan dan penggunaan anggaran, serta mengelola sistem

akuntans instans.

Seks Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Melakukan pengumpulan, pengolahan data, penyajian

informasi perpajakan, perekaman dokumen perpagjakan, urusan tata

usaha angka penerimaan pajak, pengalokasian, pelayanan dukungan

teknis komputer, pemantauan aplikas e-SPT dan e-Filling dan

penyiapan laporan Kinerja.

Adapun tugasnya sebagaai berikut :

1)

2)

Menyusun rencana penerimaan pajak berdassaarkan ekonomi
dan keuangan.

M enatausahaan penerimaan paj ak.



3)
4)
5)

6)

7)
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Membuat laporan monitoring penerimaan pajak dan extra effort.

Perbaikan komputer dan aplikas komputer.

Penatausahaan alat keterangan.

Penatausahaan surat-surat masuk pada seks pengolaan data dan
informasi.

Pengaturan jaringan komputer keseluruh pegawa serta

pengawasan terhadap penggunaan jaringan komputer.

Seks Pelayanan

Melaksanakan penerbitan produk hukum perpajakan,

pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan

dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan

perpajakan, pelaksanaan registrass Wajib Pajak, serta kerja sama

perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun tugasnya sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

Menatausahakan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan
suratsurat lainnya pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).
Menatausahakan surat-surat masuk untuk seksi pelayanan.

M enatausaahakan arsip atau berkas perpajakan.

Menyelesaikan registras Wagjib Pgak dan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pgjak serta permohonan Nomor Pokok Wajib
Pajak.

Menyelesaikan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib

Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
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6) Menerbitkan surat keputusan pembetulan produk hukum
perpa akan.

7) Pemberitahuan Wajib Pajak keluar atau pindah masuk.

8) Menatausahakan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN atau
SPT masa PPh pemotong dan pemungut yang telah diterima
kembali dalam rangka pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

9) Menyelesaikan permohonan perpanjangan jangka waktu
penyampaian SPT Tahunan PPh.

10) Melayani peminjaman atau pengiriman berkas dari atau ke
Kantor Pelayanan Pgjak lain.

11) Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmas.

12) Mencetak surat teguran sehubungan dengan SPT Tahunan PPh,
SPT masa PPh, SPT masa PPN, yang tidak di sampaikan atau
disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah
ditentukan.

13) Menerbitka Surat Ketetapan Pgjak dan Surat Tagihan Pajak.

14) Melaksanakan penyuluhan perpajakan.

15) Melaksanakan pelayanan kebutuhan informasi perpajakan yang

dibutuhkan oleh Wajib Pajak.

Seks Penagihan

Pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang
paak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan
penghapusan pagak serta penyimpanan  dokumen-dokumen

penagihan.
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Adapun tugasnya sebagal berikut :

1) Menatausahakan surat masuk ke seksi penagihan.

2) Menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran kepada Wajib
Pajak.

3) Menerbitkan dan melaksanakan Surat Paksa.

4) Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) dan
mel aksanakan penyitaan.

5) Menerbitkan surat permintaan pemblokiran rekening Wajib
Pajak kepada pimpinan bank.

6) Melakukan proses lelang atas harta kekayaan penunggakan
pajak yang telah disita.

7) Melakukan penelitian administratif dan penelitian setempat
terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih
atau tidak mungkin ditagih lagi.

8) Melakukan penelitian atas usulan penghapusan piutang pagjak.

9) Menjawab konfirmasi data tunggakan Wajib Pajak.

Seks Pemeriksaan

Pelaksanaan penyusunan perencanaan  pemeriksaan,
pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan
penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pagjak serta administras
pemeriksaan perpajakan lainnya.
Adapun tugasnya sebagai berikut :
1) Menatausahakan surat masuk ke seks pemeriksaan dan

kepatuhan internal .



2)

3)

4)

5)

6)

28

Mengusulkan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan.
Menerbikan surat perintah pemeriksaan (SP2), Surat
Pemberitahuan (SPT) pemeriksaan pgjak dan surat pemanggilan
pemeriksaan pgjak.

Menatausahakan laporan hasil pemeriksaan (LPH) dan nota
perhitungan (Nothit).

Mengusulkan dilakukannya penyidikan pajak.

Membuat laporan tentang Wajib Pgjak patuh.

Seks Ekstensifikasi

Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potens

perpajakan, pendataan subjek pajak, dan kegiatan ekstensifikas

perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun tugasnya sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

Menatausahakan surat yang masuk ke seks ekstensifikas
perpaj akan.

Menerbitkan surat himbauan ber-Nomor Poko Wajib Pajak.
Mencari data dari pihak ke 3 dalam rangka pembentukan data
perpaj akan.

Mencari data potensi perpajakan dalam pembuatan monografi
fiska.

Seksi Pengawasan dan Konsultas

Melaksanakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak (PPh,

PPN, dan Pgjak lainnya), bimbingan atau himbauan kepada Wajib
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Pajak dan konsultas teknis perpgakan, penyusunan profil Wab

Pajak, anadis kinerja Wagjib Pgak daam rangka melakukan

intensifikas, dan melakukan evaluas hasil banding berdasarkan

ketentuan yang berlaku. Dalam satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama

terdapat 4 (empat) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultas yang

pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah (territorial

tertentu).

Adapun tugasnya sebagal berikut :

1) Melakukan pengawasan penerbitan surat teguran kepada Wajib
Pajak yang belum menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).

2) Melaksanakan peneliatian dan analisa kepatuhan material Wajib
Pajak.

3) Melakukan penghapusan/pembatalan ketetapan pajak yang tidak
benar.

4) Pengusulan Wajib Pgjak atau Pengusaha Kena Pagak (PKP)
fiktif.

5) Pengusulan Wajib Pgjak patuh.

6) Melakukan penelitian untuk mengusulkan penerbitan Surat
Keterangan Fiskal (SKF).

7) Pemberianizin penggunaan mesin teraan materai.

8) Melakukan bimbingan dan memberikan konsultas teknis
kepada Wajib Pajak.

9) Mengirimkan himbauan perbaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
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10) Melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wgjib Pgjak dalam rangka
pengawasan dan wajib pgak.
11) Melaksanakan rekonsiliasi data Wajib Pgak (data maching).

12) Membuat Surat Keterangan Bebas (SKB).

i. Kelompok Jabatan Fungsional
Pemeriksa dan Penilai Pegjabat Fungsional terdiri dari
Pegjabat Fungsional Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional Penilai
yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya,
Pgabat Fungsional Pemeriksaan  berkoordinasi, integras,
sinkronisasi, dan ssimplifikas dengan Seks Ekstensifikasi. Selainitu,
teknologi informatika dan sistem informas dimanfaatkan secara
optimal.
Adapun tugasnya sebagai berikut :
1) Melakukan pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan
lengkap.
2) Melakukan pemeriksaan sederhana kantor.
3) Membuat Nota Perhitungan (Nothit) pgak, Daftar Kesimpulan
Hasil Pemeriksaan (DKHP) dan Alat Keterangan (Alket).

4) Membuat laporan hasil pemeriksaan.

C. Pelaksanaan Program Pengalaman L apangan (PPL)

1. Jenisdan Bentuk Kegiatan Program Pengalaman L apangan (PPL)
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Berdasarkan dari Kantor Pelayanan Pagjak Pratama Medan
Petisah, penulis melaksanakan program pengalaman lapangan, terhitung
mulai tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 yaitu
setigp hari senin sampa jum’at sesuai jam kerja di Kantor Pelayanan
Paak Pratama Medan Petisah tersebut. Dan waktu kegiatan yang
disediakan kepada penulis selama berada di Kantor Pelayanan Paak
Pratama Medan Petisah mulai pukul 07.30 sampai 17.00 WIB. Selama
melaksanakan Program Pengalaman Lapangan penulis ditempatkan

dibagian pelayanan.

Prosedur Kerja Program Pengalaman L apangan (PPL)

Dalam melaksanakan prosedur Program Pengalaman Lapangan
penulis wajib melaksanakan setiap perturan yang telah ditentukan oleh
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

Adapun prosedur kerja yang penulis kerjakan dibagian pelayanan :
a.  Mengimput surat ketetapan pajak

Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan
suatu perusahaan pada suatu periode yang dapat digunakan untuk
menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Surat ketetapan pajak yang diimput adalah surat ketetapan
kurang bayar yang akan dikirim ke kantor pos. Adapun surat-surat
tersebut yang nantinya akan diterima oleh waib paak yang
mengalami kurang bayar dalam penghitungan dan pembayaran

perpaj akan.
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b. Mengimput surat masuk
Surat yang diimput berasal dari kantor-kantor pajak lainnya
berhubungan dengan keperluan yang menyangkut pemindahan
domisili wajib pajak dari KPP lain ke KPP Pratama Medan Petisah

dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan perpajakan.

c. Pengantaran surat sesuai seksi-seks

Surat yang diantar biasanya adalah surat izin untuk
melakukan penyidikan terhadap wajib pajak yang dianggap
melakukan kesalahan dalam pelaporan perpajakannya, penulis akan
diminta mengantarkan surat-surat tersebut ke seksi-seks yang
bertanggung jawab atas surat tersebut. Biasanya penulis akan
mengangtarkan surat ke seksi pemeriksaan, seks pengawasan dan
konsultasi | dan Il (satu ruangan), seks pengawasan dan konsultas
[l dan IV (satu ruangan), seks ekstensifikasi, seks penagihan dan
seksi sub umum bagian dan kepatuhan internal.

Biasanya tidak hanya surat izin melakukan pemeriksaan
sgja yang dantarkan ke setiap seks, tetapi ada beberapa surat dan
berkas lain yang penulis antarkan seprti surat tugas untuk melakukan
leaflet lapor SPT tahunan secara online dalam rangka untuk

meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT tahunan.

D. Analisisdan Pembahasan
1. Tata CaraPenghapusanNomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) dan

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
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a. Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan:
(Pasal 9 ayat (2) PER-20/PJ/2013) .
1) Ataspermohonan Wajib Pajak

2) Secarajabatan.

Proses Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak baik atas
permohonan Wajib Pgjak maupun secara jabatan harus melalui
mekanisme Pemeriksaan atau Verifikas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. (Pasal 9 ayat (3) PER-20/PJ/2013).

Permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh

Wajib Pajak, dapat dilakukan secara:

1) Online
Permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Paak
secara online (Pasal 10 PER-20/PJ/2013).

a. Permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pgak
dilakukan secara elektronik dengan mengiss Formulir
Penghapusan NPWP pada Aplikasi e-Registration yang
tersedia pada website Direktorat Jenderal Pajak.

b. Permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak yang
telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikas e-
Registration dianggap telah ditandatangani secara el ektronik

atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
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c. Wagib Pgak vyang telah menyampaikan Formulir
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan lengkap
melalui Aplikas e-Registration harus
mengirimkandokumen yang disyaratkan ke Kantor
Pelayanan Pgjak yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha
Wajib Pajak.

d. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan
dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy)
dokumen melalui  Aplikass  e-Registration  atau
mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman
Dokumen yang telah ditandatangani.

e. Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima Kantor
Pelayanan Pgjak dalam jangka waktu 14(empat belas) hari
kerja penyampaian permohonan penghapusan secara
elektronik, permohonan tersebut dianggap tidak digjukan.

f. Apabila dokumen yang disyaratkan ini telah diterima
secara lengkap, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Bukti

Penerimaan Surat secara el ektronik.

2) Manud
Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

secara manua (Pasal 11 PER-20/PJ/2013).



35

a. Permohonan secara tertulis ini dilakukan dengan mengis
dan menandatangani Formulir Penghapusan Nomor Pokok
Wajib Pajak.

b. Wagjib Pgak yang telah mengis dan menandatangani
Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak harus
melengkapi  formulir  penghapusan tersebut dengan
dokumen yang disyaratkan.

c. Permohonan secara tertulis disampaikan ke Kantor
Pelayanan Pgjak yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha
Wajib Pgjak dengan cara: langsung ke Kantor Pelayanan
Paak atau melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultas Perpgakan, melalui pos, atau meaui
perusahaan jasa ekspedis atau jasa kurir.

d. Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis, Kantor
Pelayanan Pajak memberikan Bukti Penerimaan Surat

apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara

lengkap.

3) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara
jabatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil
Verifikass sesua dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata
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cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikas. (Pasal 12 ayat (1)

PER-20/PJ/2013).

Pemeriksaan atau Verifikas dalam rangka
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dapat
dilakukan apabila :

a. Terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau
diperoleh Direktorat Jenderal Pgak yang menunjukkan
bahwa Wajib Pgak tidakmemenuhi persyaratan subjektif
dan/atau objektif.

b. Wagjib Pgjak tidak mengajukan permohonan penghapusan

Nomor Pokok Wajib Pajak.

Penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak

apabila:

a. Digjukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh
Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya, apabila Wajib Pajak sudah tidak
memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. WP badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.

c. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan
Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak
memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
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Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan
Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena

Pajak (PKP).

b. Tata Cara Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pgak dapat

dilakukan : (Pasal 21 ayat (2) PER-20/PJ/2013)

1) Atas permohonan Pengusaha Kena Pajak.

2) Secarajabatan.

Permohonan penghapusan Pengukuhan Pengusaha Kena

Pajak dapat dilakukan secara:

1) Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pagak Melalui
Permohonan Pengusaha Kena Pajak
Permohonan pencabutan pengukuhan pengusaha kena
pajak, dilakukan dengan menggunakan Formulir Pencabutan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pgjak. (Pasal 22 ayat (1) PER-
20/PJ/2013), dalam hal pencabutan pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak terkait dengan Pengusaha Kena Pajak orang pribadi
yang meninggal dunia, permohonan pencabutan pengukuhan
pengusaha kena pajak dapat digjukan oleh salah seorang ahli
waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta
peninggalan. (Pasal 22 ayat (8) PER-20/PJ2013 st.d.d PER-

38/PJ/2013).
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2) Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pgak secara
jabatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil

Verifikas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenal tata cara

Pemeriksaan atau tata cara Verifikas. (Pasal 24 ayat (1) PER-

20/PJ2013) Pemeriksaan atau Verifikas dalam rangka

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pgjak secara jabatan,

dilakukan apabila:(Pasal 24 ayat (2) PER-20/PJ/2013)

a. Terdapat data dan informas perpajakan yang dimiliki atau
diperoleh Direktur Jendera Pgjak yang menunjukkan bahwa
pengusaha kena pgjak tidak memenuhi persyaratan subjektif
dan/atau objektif.

b. Pengusaha kena pgak tidak menggukan permohonan

pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
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PENUTUP

A. Kesmpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan

sebagai berikut ini :

a. Nomor Pokok Wajib Pgjak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada
wajib paak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan
sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakannya.

b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Paak adalah tindakan menghapuskan
Nomor Pokok Wajib Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak.

c. Persyaratan dalam penghapusan NPWP untuk semua Wajib Pajak Orang
Pribadi maupun Badan harus adanya surat keterangan penyebab penghapusan
NPWP dan tata cara penghapusan NPWP dimula dari Wajib Paak
mengajukan berkas permohonan melalui Petugas Tempat Pelayanan Terpadu
kemudian Pelaksana Seks Pelayanan menyerahkan berkas ke Seksi
Pemeriksaan untuk diperiksa setelah diketahui hasilnya.

d. Permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak hanya dapat disetujui
apabila utang pajak telah dilunas atau hak untuk melakukan penagihan telah

daluwarsa.

39



40

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah :
Diharapkan Kantor Pelayanan Pajak dapat membantu Wajib Pgjak ataupun
ahli waris dalam mencari informas tentang prosedur Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak.
Perlu adanya sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai prosedur penghapusan
Nomor Pokok Wajib Pajak, agar Wajib Pajak |ebih memahami dan lebih
mudah dalam melakukan penghapusanNomor Pokok Wajib Pajak.
Bagi Wajib Pgjak yang melakukan permohonan penghapusan Nomor Pokok
Wajib Pajak harus melengkapi persyaratan penghapusan Nomor Pokok Wajib
Pajak.
Apabila Wgjib Pajak tidak segera melengkapi persyaratan, Kantor Pelayanan
Pajak sebaiknya membuat jangka waktu kelengkapan data Wajib Pajak

sehingga proses dapat cepat tersel esaikan.
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[ _ ~ Menginput surat tagihan pajak
9 Senin, 11 februari 2019 : .
— Mengepos surat tagihan pajak
: ~ Izin Uji kompetensi Relawan pajak
10 | Selasa, 12 februari 2019 et P4
- PARAF
NO HARITANGGAL URAIAN PEKERJAAN
INSTRUKTUR
— Menginput surat masukan dari KANWIL DJP
SUMATERA UTARA I, Perthal permintaan
1 Rabu, 13 februari 2019 konfirmasi bukti pemotongan/ pemungutan i
atas PPh pasal 21/22/23 an KENCANA
MULLA ABADI
s — Menginput  sural masukan dan KPP .
PRATAMA  JAKARTA KEBAYORAN
12 Kamis, 14 februari 2019 LAMA,  Perihal  pengiriman  berkas %
permohonan aktivasi efin
i — Menginput surat tagihan pajak ]
13 Jumat, 15 februan 2019 |- Mengepos surat tagihan pajak %
. —  Libur Umum
14 Sabtu, 16 februari 2019




15 Minggu, 17 februari 2019 Libur urmum
Menginput surat tagihan pajak }
16 Senin, 18 februari 2019 Mengepos surat tagihan pajak

17 Selasa, 19 februan 2019

Menginput surat masukan dari Kepala scksi
pelayanan. perihal penyerahan berkas berita
acara serah terima laporan wajib pajak dalam
rangka pengampunan pajak

Menginput surat tagihan pajak

18 Rabu, 20 februan 2019

lzin, pengukuhan relawan pajak di KANWIL
DJP SUMATERA UTARA |

19 Kamis, 21 februari 2019

Menginput surat tagihan pajak
Mengepos surat tagihan pajak

Menginput surat tagihan pajak
Menginput surat masuk dan kepala kantor

20 Jumat, 22 februan 2019 perihal susunan kelompok/ tim pemeriksa
pajak
.’
) ) | Libur Umum
23 Sabtu, 23 februan 2019
Libur umum ]

22 | Minggu, 24 februari 2019

23 Senin, 25 februar 2019

Mengantar surat ketetapan pajak nihil dan
surat ketetapan lebih bayar

Menginput surat tagihan pajak




PARAF

NO HARTTANGGAL URAIAN PEKERJAAN —
_ — Menginput surat masukan dari sekretaris
Direktorat Jenderal Pajak, perihal monitoring
24 Selasa, 26 februari 2019 dan evaluasi pengelolaan kinerja tahun 2019 /ﬁ_
— Menginput surat tagihan pajak
~  Menginput surat tagihan pajak

Rabu, 27 februari 2019

Menginput surat masukan dani KPP
PRATAMA MEDAN KOTA, perihal surat
pindah dan surat pencabutan SKT a.n Humala
syahputra Nasution

26

Kamis, 28 februan 2019

Menginput surat tagihan pa_-jék
Mengepos surat tagihan pajak

Medan, April 2019
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